
BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang

Mengingat : 1

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasat' Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor IO92l;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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6- Undang-undang Nomor 2g rahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5629);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Couid-l9) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65731;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67571;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0

Nomor 27O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28l;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5751;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun
2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO\;

L4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLT Nomor 1O6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60571;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang
Pedoman Pen5rusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Ralqyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot8 Nomor 59);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 632214

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor 75a\
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor LO67l;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2Ol9
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 111a);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2Ol9
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor Laa7l;

2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

t78tl;



Menetapkan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2L
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor a31);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972l..

24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 3)

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah..
b. Pendapatan Transfer.......

2. Belanja:
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer
Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan.
b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto.
Sisalebihpembiayaananggar
antahunBerkenaan. oo

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
L,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.539.071. 186.096,00
2.790.681.256.567 ,OO

3.106.781.485.240,OO
654.696.367. 140,00
50.ooo.ooo.000,oo

545.274.590.283,OO
(27.O0O.OOO.OOO,OO)

45.O00.OOO.OOO,OO
l8.OOO.OOO.OOO,OO
27 .OOO.OOO.OOO,OO

0

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
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1. Lampiran I

2. Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. L,ampiran MI

8. Lampiran VIII

9. La.mpiran IX

Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Umum dan
Bersifat Khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Belanja Bagr
Hasil;
Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi," Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja" dan
Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi dan Perta.mbangan Gas
Alam/ tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Belanja dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/ KabupatenlKota. pada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan
Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara;

10. Lampiran X



1 1. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada
Penjabaran APBD yang Disajikan
Berdasarkan Sumber Dana;
Daftar Alokasi Dana Kapitasi per FKTP
Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos per
Sekolah
Formulir Komitmen Pemerintah Daerah
menganggarkan barang dan jasa serta
belanja modal berupa produk dalam
negeri (PDN), dan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN).

72.
13.

Lampiran XII
Lampiran XIII

14. La.mpiran XIV

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 23 Desember 2022
BUPATI DELI SERDANG,

ASHARI TAMBUNAN

Ttd

*

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor ?J
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